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Menimbang : a.

Mengingat :

BITPATI PARIGI UOUnOTC,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daereh yang penting guna mernbiayai
iotu.i"ttsc"t""o pemerintahan daerah dengan tetap

io"tirp"ttiiU.ttgkan 
-prinsip 

keadilan, proporeional, demokratis,

""tt" k"-"ttditian daerah guna meninglatkan kescjahteraan
masyarakat dalam P€netaPannya;
bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O12 tentang
Retribusi Perizinan TerGntu belum mengakomodir penetapan

tarif neaibusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga perlu

diubah;
b"h; untuk memberikan arah, landasan dan kepastian

hukum mengenai tarif Retribusi ld;n Mendirikan
Bangunan, p"rlt dit"tapkatt dalam Peraturan Daerah;
t"ftJ" U.ia""arkan pe-rtimbangan sebagaimana dimaksud

aJ"- n"nrf a, hurui' b, dan hunrf c, perlu menetapkan

i"i"t t."rt Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2O12 tcntang Retribusi Perizinan Tertentru;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;
Z. Undang-Undang Nomor 10 Talrun 2002 tcntang Pembentukan
-' O""t"fi f"U"p":t* p"tigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah

tLcmbaran t..tigara nepriUtit Indonesia Tahun 2o02 Nomor 23'

i;b"G Itf,u"t"tt ilegara Republik lndonesia Nomor 4185);
g. iJang-undang Nomor Ie f"hlitt 20o9 tentang Pajak paerlh
-' 

o.n-nEttiU"si baerah (kmbaran Negara Reprrblik Indonesia

i"fr.t" ZOOS Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5048);
4. U;J;;-U;aang xomdi 23 Tahun 2014 tentang Pemerirrtshan'-;;"h" 

(Lembiran Negara Republik Indaesia. Tehun 2o14

N;; zi+, r"-t"rt"tiLembaran Negara Republik lndonesia

i.i"-". Ssdzf sebagaimana telah diubah Gralrtrir dengan

ij"artg-u"a,i"g NoLor 9 Tahun 2o15 (Lem-baran Negara

n"o"ufif. hdo*nesia Tahun 2015 Nomor 59' Tambahan

i;;b;; Negara Republik lndoneeia Nomor 5679);

5. F;;t"; peierinuir Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata-cara
-' P;b;"t Dan Pemanfaatan Insentif Pemrrngutan Paj*

il;t"lt- Drt netribuci-bacrah (Lcmbar-an Ncgara R9n-ublik

;;;;;;i"h"n 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Ncgara

Republik lndonccia Nonor 5161);



6. Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pcrizinen Tertenhr (Irmbaran Daerah Ikbupatcn parigi
Moutong Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Nomor l34l; l

Dclgan Pcrrotqfurl Bcrllna
DEITAIT PERWAtrIAX RAI(YAf DAIR,AE BABI'PATEil PARIGI UOINOITG

drn
AUPATI PAruCI IOITTOTC

M.nGtapkaa

rrFuulroglgrrl :

: PERATIIRAII DAERAE fErTArO PERUBAEAT ATls
PERAIIT'RAI| DAENAE IfOTOR IO TAEI'II 2012 TANTTAII(}
RITRIBUSI PERIiZITAT TERTEI|TT'.

Paral I
Beberapa ketentuan Pasal dalarn Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (I-mbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2O12 Nomor 29, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 134),
diubal sebagai berikut :

1. Ketentuar ayat (21 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pr.d 6
(l) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur dengan

rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan,
guna bangunan, status bangunan dan kelas jalan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan rumus sebagai berikut :

TAEEL 1 : RIIMUB RTTRIBUSI BAITGI!IfAII
NO, BAITGIITTAN RtruIrE X TERAITGAN
I 2 3 4
I. Gedung LxItxTkxHS L = Luas (m2)

It - Indeks Tcrintcgrasi
Tk - Tinckat Kcrusakan
HS= Harga Satuan
v = volume (:n, ,n^, m3,
unit)
+ Biaya Administrasi :

- Biaya pend€ftaran
Rp. 1O.OO0,OO/unit

- Biaya peBbuatan
duplikat IMB/ L€galisasi
15% 0ima belas p€rs€n)
dari jumlah biaya
Retribusi IMB

- Biaya pcmutakhiran
data/balik nana
50o/o (lima puluh persen)
dari jumlah biaya
Retribusi IMB

- Biaya papan dan plat IMB
Rp. 50.000,00/buah

2. Non Gedung/ Prasarana Gedung
a, Konstruksi Pembatas/

Penahan/Pengaman
. Tanegul/ Retaining WaJl
. T[rap Batas Kavling/

Persil
b. Konstruksi Penanda Masuk

Lokasi
. GaPura
. Gerbang

c, Konstruksi Perkerasan
o Jalan
. tapangan UPacara
. Iapangan Olah Raga

Terbuka
d. Konstruksi Penghubung

. Jembatan
c Box Culvert

e. Konstruksi Kolam/ Reseruoi
Bawah Tanah
o Kolam Renang
o Kolam Pengolahan Air
o Resenofr Bawah Tanah

VxItxTkxHS

G

F

I



I 2 3 4
Kondtruksi Menara
. Menara Antena
. Menara Reserwir
o Cerobong
Konstruksi Monumen
. Ttrgu
o Patung
Konstruksi Instalasi/ Gardu
Listrik
. Instalasi Listrik
o Instalasi Telepon/

Komunikasi
o Instalasi Pengolahan
Konstruksi Reklame/ Papan
Nama
c Billboard
. Papan Iklan
o Papan Nama (berdiri

scndiri atau berupa
tembok Dacar)

TAEEI,2 : IIrDEfiS TERI|TEGRASI (Itl
A. TUI|GslBAI{CI'I(AIT
l{o. PARAUETER II|DEXA HASIL

1 2 3 4
1. Hunian 0.50
2. Keagamaan 0.00

Usaha 3.00
Sosial Budaya :

a. Milik Negara
b. Bukan Milik Negara

0.00
1.OO

Khusus (SPBU, Rumah Walet,
Derma{a, dan Instalasi}

2.OO

6. Campuran (Mall, Rumah Toko, Rumah
Kantor, Hotel, Apartemen, dan
Penginapan)

4.OO

l{o. PARAXBTER
II|DETB

ID
BOBOT

tBt
EASrL lB X rl

I 2 3 4 5

l. Karalder Kompleksitas dan Tingkat
Teloologi :

a. Sederhana
b. Tidak Scderhana
c. Khuaus

0.40
0.70
1.00

o.25

Permanensi :

a. Darurat
b. Semi Permanen
c. Permanen

0.40
0.70
1.00

0.20

Risiko Kebakaran :

a. Rendah
b. Sedang
c. Tingg

0.40
0.70
1.00

0.15

4. Zonasi Gempa 1.00 0.15
5. Iokasi Bangunan Gedung

Jalan Tertier
Jalan Sekunder
Jalan Primer

0.40
0.70
1.00

0.10

6. Ketinggian Bangunan :

a. Rendah (1-4 Lantail
b. Sedang (5-8 lantai)
c. Tinrri (8 lantai <l

0.40
0.70
r.00

0.10

,7 Kcpcmilikan :

a. Negara
b. Perorangan
c. Badan Usaha

0.oo
o.70
1.OO

o.lo



lto. PARAUETER II|DEAS EASILI 6. 3 4> 6 bulan 0.40
2. uat<simar g tarrun- o.70

3 tahun < 1.OO

Iadclr Tcrlntcgnd . fuagrl r Blerlftrrt n Wrbu FcDggurrrtr

Crt t rr : Be4uel 3cduag, -tteu blgirn belgnaea gcduag dt brreh pcraulua',rf'" llr*,n''nif, dl eter/blnh pc'-otrra drr-prurrean, iro ..".".uuun dlborl tadclr po4rll tetlbrhra 1,30.

C. WAKTU PEI{GGI'IIAAIT BAlTGI'lTAlT

TABEL 3 tt
Ifo. BAJIGT'IIAX / PRASARAIIA BAI[(}I'X,Ar TITOTATffi-

fTr|I 6

1. Baru r.oo
2. Rehabilitasi/ Renovasi :

a. Rusak Sedang
b. Rusak Berat

0.45
0.65

Pelestarian / Pemugaran :

a. Utama
b. Madya
c. Pratama

0.30
0.45
0.65

TABEL 4 : IIARGA SATUAX UEtfltRIfr FI ncSI BAIfcIrIfAIf

Hunian:
a. Rumah Tinggal Sederhana, Rumah tnti

T\rmbuh, Rumah Sederhana Sehat, dan Rumah
Deret Sederhana

Keagamaan :

a. Masjid/ Mushollah
b. Gereja
c. Pura
d. Vihara
e. Kelenteng

0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo

Perkantoran Komersial
Toko
Supermarket
Reatoran/ Rumah Makan

e. Gudang
f. Sarana Hiburan (Billyard, Bioskop, Diskotek,

6.OOO,O0
6.000,00
6.000,00
6.OOO,O0
6.000,00
20.ooo,oo

Sarana Pemakaman
Sarana Kes€nian/ Kebudayaan
Pasar Tradisional
Terminal
Sarana Pendidikan
Sarana Kesehatan
Kantor Pemerintahan
Sarana Sosial (Panti Jompo, Panti Asuhan)
Sarana Olah Raga

b.

d.
e,
f.
c.
h.

7.500,o0
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00

0,oo
7.500,00
7.500,o0

(SPBU, Rumah Walet, Dermaga, dan



(3)

1 2 3
7. Bangunan Non Gedung/ Prasarana Gedung :

a. Konstruksi Reklame (Papan Nama Billboard,
Papan lklan, Papan Nama)

j.

(glam Q61611g
Konstruksi Cerobong
Kontruksi Perkerasan / Lahan Parkir
Konetruksi Pembatas/Penahan Pagar
Kontruksi Turap
Kontruksi Gapura
Kontruksi Penghubung/ Jembatan
Konstruksi Resevoir Bawah Tanah / Tandon
Air/Sumur Resapan
Konstruksi Monumen (Tugu, Patung, dan
sejenisnya)
Konstruksi Instal"si/ Gardu (Listrik dan
Telepon/Komunikasi
Konstruksi Menara Penyiaran lBroadcastirqil
1. Self Suporting Tower
2. Guyed Tower

m. Konstruksi Menara Telekomunikasi
l. Menara Bersama
2. Bukan Menara Bercama

n. Tangki Tanam BBM/BBG
o. Konstruksi Penyimpanan / Silo

c.
d.
e.
f.
s.
h.

2.s00,00

2.500,00
2.500,00
2.5OO,OO
2.500,00
2.500,00
2.500,oo
2.500.00
2.500.00

2.500.00

2.500.00

5.000.00
5.000,00

5.000.00
10.000.00
2.500,00
2.500.00

Faktor-faktor sebagaimana pada ayat (U dihitung berdasarkan
standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Strulchrr dan besarnya farif netriffi lrir, fU".rairif."rr Bangunan dihitung
berdasarkan ketentuan ssfqgaimans rtirnsksud dalam pasal 6 ayat (21 ditambah
dengan biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2\Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(l) peraturan peraksan:n ata" peraffiT""r.h ini ditetapkan paling lama 6
_ !"1a-) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pelakeanaan ketent.an sebagaimana dimaksud lada ayat (1) dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku O.dffi#d diundangkan.
lqT :"_!ip orcng mengetahrrinya, memerintehk"tt p"nguttdangan peraturan Daerarrlru dengan penempatannya darem Lembaran Daerah Kabupaten-parigi tvtoutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal I Ja6W?t 2ot;

BT'PATI PARIGI UOITK'I(G,

lfur+@

SERRETARIS DATRAII
rlABnPATEtf PARITH Morlroltc,

ITOREC : 132 pERATTTRAn DAERAE TABITPAAEil p/tRIGr UOUNrrc,pROVTilSI SULAW.ES! TENOAE z lOTt2OtSl
LWBARAI. DAERAN KAE'PA'E'' PARIOT UOUNOTO TAET'I' 2016 IIOf,OR

pada tanggal 4



PTITJEUTAAIT

, ATAS

PERATI'RAN DAERAS TEI{TAI{G PERI'BAEAIT ATAS
PERATT'RAN DAERAII NOUOR 10 TAEI'X 2012 TEITTANG

REfRIBUSI PERI'ZIIIAIT TERTEIT?U

uuuu

Dalam penyelengga.raan pemerintahar, daerah mempunyai hak dan kewqjiban
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan
efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di
perlukan sumber-sumber pembiayan yang sah berupa retribusi daerah sesuai
Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu belum diatur secara jelas pungutan retribusi IMB berdasarkan
pemmusan yang ditetapkal dalam Peraturan Daerah Nomor lO Tahun 20 12
dimaksud.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor
l0 Tahun 2Ol2 te*ang Retribusi Perizinan Tertentu.

PASAL DEUI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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